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ABSTRAK 

Artikel ini mengeksplorasi transformasi hukum bisnis dalam ekosistem digital yang 

berkembang pesat. Fokus penelitian ini adalah pada bagaimana hukum bisnis 

beradaptasi dengan perubahan teknologi, regulasi baru yang muncul, dan implikasinya 

terhadap pelaku bisnis serta konsumen. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

studi kasus dan wawancara mendalam, artikel ini menganalisis aspek-aspek seperti e-

commerce, fintech, perlindungan data pribadi, dan hak kekayaan intelektual dalam 

konteks digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan 

signifikan, terdapat peluang besar bagi hukum bisnis untuk mendukung inovasi dan 

pertumbuhan ekonomi di era digital. 

Kata Kunci: Transformasi, Hukum, Bisnis, e-commerce, fintech 

Abstract 

This article explores the transformation of business law in a rapidly evolving digital 

ecosystem. The focus of this research is on how business law adapts to technological 

changes, emerging new regulations, and the implications for business people and 

consumers. Using a qualitative approach with case studies and in-depth interviews, this 

article analyzes aspects such as e- commerce, fintech, personal data protection and 

intellectual property rights in a digital context. The research results show that despite 

significant challenges, there are huge opportunities for business law to support 

innovation and economic growth in the digital era. 
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1. PENDAHULUAN

Hukum bisnis, yang mencakup berbagai 

aturan dan regulasi yang mengatur aktivitas 

komersial, mengalami transformasi signifikan 

dengan adanya revolusi digital. Perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi telah 

mengubah cara bisnis dijalankan, 

memperkenalkan model bisnis baru, dan 

menciptakan pasar global yang lebih 

terintegrasi. Hal ini menuntut adanya adaptasi 

hukum bisnis untuk dapat mengakomodasi 

perubahan tersebut dan memastikan bahwa 

sistem hukum tetap relevan dan efektif dalam 

mengatur aktivitas bisnis di era digital. 

Transformasi digital telah memperkenalkan 

konsep-konsep baru seperti e-commerce, 

financial technology (fintech), big data, dan 

blockchain, yang semuanya memiliki 

implikasi hukum yang kompleks. Selain itu, 

masalah perlindungan data pribadi dan 

keamanan siber menjadi semakin penting 

dalam konteks digital, mengingat volume data 

yang dikelola oleh perusahaan semakin besar. 

Oleh karena itu, penting untuk memahami 

bagaimana hukum bisnis dapat beradaptasi 

dengan cepat terhadap perubahan ini dan 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan. 

(diantara paragraf diberi spasi 1 pt) 

Judul yang baru saja Anda baca, juga 

dibuat dengan style Heading 2. 

a. Jika Anda ingin menggunakan format

seperti ini, gunakan style Bulleted (a)

b. Jika Anda ingin menggunakan format

seperti ini, gunakan style Bulleted (a)

Format denganstype Bulleted seperti di atas

dibuat dengan menekan tombol ‘Bulleted 

(a)’dalam Toolbar TRANSIT. 

2. TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengeksplorasi bagaimana hukum bisnis 

dapat beradaptasi dengan perubahan 

teknologi dan mendukung pertumbuhan 

ekonomi di era digital. Fokusnya adalah 

pada identifikasi tantangan yang dihadapi 

dalam implementasi regulasi baru, serta 

peluang yang dapat dimanfaatkan oleh 

pelaku bisnis untuk berinovasi dan 

berkembang dalam ekosistem digital. 

3. METODOLOGI:

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode studi kasus dan 

wawancara mendalam. Data dikumpulkan 

dari berbagai sumber termasuk dokumen 

hukum, literatur akademik, dan 

wawancara dengan ahli hukum, praktisi 

bisnis, serta regulator. Analisis dilakukan 

dengan mengidentifikasi tema-tema kunci 

yang muncul dari data dan 

mengeksplorasi bagaimana hukum bisnis 

diterapkan dalam praktik. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. E-commerce dan Regulasi Aspek

Hukum dan Implementasi 

Regulasi e-commerce mencakup berbagai 

aspek mulai dari perlindungan konsumen, 

transaksi elektronik, hingga keamanan 

siber. Di Indonesia, misalnya, Undang-

Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) telah menjadi 

landasan hukum utama yang mengatur 

transaksi elektronik. Selain itu, ada juga 

peraturan yang lebih spesifik seperti 

Peraturan Pemerintah tentang 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 

(PP PMSE) yang memberikan panduan 

lebih rinci tentang e-commerce. 

5. DAMPAK TERHADAP PRAKTIK 

BISNIS

Regulasi e-commerce memainkan 

peran penting dalam menciptakan 

kepercayaan konsumen dan memastikan 

bahwa transaksi online dilakukan dengan 

aman dan adil. Perusahaan e- commerce 

perlu mematuhi berbagai regulasi untuk 

melindungi data pribadi konsumen, 

menjamin keaslian produk, dan 

memastikan bahwa informasi tentang 

P-ISSN : 2597-5064 
E-ISSN : 2654-8062 DOI : 10.37817/ikraith-humaniora

Vol. 9 No. 1 (2025): IKRAITH-HUMANIORA Vol 9 No 1 Maret 2025 255



produk dan layanan disampaikan dengan 

jelas.
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2. FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)

ASPEK HUKUM DAN IMPLEMENTASI 

Fintech telah mengubah lanskap layanan 

keuangan dengan memperkenalkan 

berbagai inovasi seperti pembayaran 

digital, pinjaman online, dan investasi 

berbasis platform. Regulasi fintech di 

Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia 

(BI), yang mencakup aspek-aspek seperti 

perlindungan konsumen, keamanan 

transaksi, dan stabilitas sistem keuangan. 

6. DAMPAK TERHADAP INOVASI

Regulasi yang tepat dapat mendorong 

inovasi di sektor fintech dengan 

memberikan kerangka kerja yang jelas 

dan aman bagi perusahaan untuk 

beroperasi. Misalnya, sandbox regulasi 

yang diperkenalkan oleh OJK 

memungkinkan perusahaan fintech untuk 

menguji inovasi mereka dalam 

lingkungan yang terkendali sebelum 

meluncurkannya ke pasar. 

3. PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ASPEK

HUKUM DAN IMPLEMENTASI 

Perlindungan data pribadi menjadi isu 

utama di era digital, mengingat semakin 

banyaknya data yang dikumpulkan dan 

dikelola oleh perusahaan. Di Indonesia, 

Undang-Undang Perlindungan Data 

Pribadi (UU PDP) yang baru saja 

disahkan memberikan kerangka hukum 

untuk melindungi data pribadi dan 

menjamin privasi individu. 

7. DAMPAK TERHADAP BISNIS DAN

KONSUMEN

Implementasi regulasi perlindungan data 

pribadi memberikan kepercayaan kepada 

konsumen bahwa data mereka akan 

dilindungi dan digunakan dengan cara 

yang etis. Bagi bisnis, kepatuhan terhadap 

regulasi ini merupakan tantangan, namun 

juga peluang untuk membangun reputasi 

yang baik dan mendapatkan kepercayaan 

pelanggan. 

4. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

ASPEK HUKUM DAN IMPLEMENTASI 

Perlindungan hak kekayaan intelektual 

meliputi hak cipta, paten, merek dagang, 

dan desain industri. Di era digital, 

pelanggaran HKI seperti pembajakan dan 

pemalsuan menjadi tantangan yang 

signifikan. Regulasi yang kuat dan 

penegakan hukum yang efektif diperlukan 

untuk melindungi hak-hak pemilik HKI 

dan mendorong inovasi. 

8. DAMPAK TERHADAP INOVASI

Perlindungan HKI yang efektif 

mendorong perusahaan untuk berinvestasi 

dalam penelitian dan pengembangan, yang 

pada gilirannya mendorong inovasi dan 

pertumbuhan ekonomi. Misalnya, 

perusahaan teknologi besar sangat 

bergantung pada paten untuk melindungi 

inovasi mereka dan memastikan bahwa 

mereka mendapatkan keuntungan dari 

investasi mereka. 
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9. KESIMPULAN

Transformasi hukum bisnis dalam 

ekosistem digital membawa 

tantangan dan peluang yang 

signifikan. Regulasi yang tepat dan 

penegakan hukum yang efektif dapat 

mendukung inovasi, melindungi 

konsumen, dan menciptakan 

lingkungan bisnis yang adil. 

Penelitian ini menyoroti pentingnya 

kerangka hukum yang fleksibel dan 

responsif terhadap dinamika bisnis 

yang terus berkembang, serta 

perlunya kolaborasi antara regulator, 

pelaku bisnis, dan konsumen untuk 

menciptakan ekosistem digital yang 

berkelanjutan. 
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